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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu pendorong pertumbuhan
ekonomi di Indonesia adalah sistem pemasaran, khususnya melalui sistem
waralaba. Waralaba menawarkan peluang bagi calon pengusaha untuk
menjalankan usaha yang telah teruji dan sukses, tanpa harus memulai dari nol.
Dalam pelaksanaannya, waralaba melibatkan perjanjian antara franchisor dan
franchisee yang mengatur hak, kewajiban, serta sistem pembagian keuntungan.
Pembagian keuntungan menjadi aspek krusial yang harus diatur secara adil dan
transparan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana
pembagian keuntungan yang diterapkan oleh CV. Denov Putra Brilian Nyoklat
Klasik Tulungagung dalam kerjasama Waralaba? 2) Bagaimana pembagian
keuntungan yang diterapkan oleh CV. Denov Putra Brilian Nyoklat Klasik
Tulungagung berdasarkan akad musyarakah? 3) Bagaimana pembagian
keuntungan yang diterapkan oleh CV. Denov Putra Brilian Nyoklat Klasik
Tulungagung berdasarkan PP. Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris dengan pedekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengantahapan kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data diperoleh
melalui perpanjangan penelitian dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) CV. Denov Putra Brilian
Nyoklat Klasik merupakan bentuk waralaba berbasis merek dagang dan produk.
Hubungan hukum antara franchisor dan franchisee diatur melalui perjanjian
waralaba. Franchisee diwajibkan membayar franchisee fee sebesar Rp 1.000.000
per tahun, tanpa kewajiban pembayaran royalty fee berkala, sehingga keuntungan
operasional sepenuhnya menjadi milik franchisee. Sementara franchisor
memperoleh pendapatan dari franchisee fee dan penjualan bahan baku, serta
bertanggung jawab atas pelatihan, penyediaan lokasi, dan standarisasi operasional;
2) Model waralaba yang diterapkan menggunakan konsep kerjasama musyarakah
yang lebih khusus dalam bentuk akad syirkah ‘inan, dengan sistem revenue
sharing. Namun, dalam hal pembagian kerugian, kerugian hanya dibebankan
kepada franchisee sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad syirkah
‘inan; 3) Pembagian keuntungan dalam waralaba yang telah sesuai dengan
prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007
tentang Waralaba, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan royalty fee.
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ABSTRACT
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Regulation No. 42 of 2007 on Franchising

This study is motivated by the role of franchising as one of the key drivers
of economic growth in Indonesia. Franchising offers opportunities for prospective
entrepreneurs to operate a proven and successful business without having to start
from scratch. In its implementation, franchising involves an agreement between
the franchisor and franchisee that regulates rights, obligations, and profit-sharing
mechanisms. Profit sharing is a crucial aspect that must be arranged fairly and
transparently to avoid disadvantaging either party.

This research addresses the following questions: (1) How is profit sharing
implemented by CV. Denov Putra Brilian Nyoklat Klasik Tulungagung in its
franchise cooperation? (2) How is the profit-sharing system applied by the
company in accordance with the musyarakah contract? (3) How does the profit-
sharing system align with Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchising.

The study uses a juridical-empirical approach with a qualitative method.
Data were collected through observation, interviews, and documentation. Data
analysis was carried out through the processes of data condensation, data
presentation, and drawing conclusions. Data validity was ensured through
extended fieldwork and triangulation.

The results show that: (1) CV. Denov Putra Brilian Nyoklat Klasik
operates a franchise model based on trademark and product. The legal relationship
between franchisor and franchisee is governed by a franchise agreement.
Franchisees are required to pay an annual franchise fee of IDR 1,000,000, without
the obligation to pay recurring royalty fees, so operational profits fully belong to
the franchisees. Meanwhile, the franchisor earns income from franchise fees and
raw material sales, and is responsible for training, location provision, and
operational standardization. (2) The franchise model uses the musyarakah
cooperation concept, specifically a syirkah 'inan contract, with a revenue-sharing
system. However, losses are borne solely by the franchisee, which is inconsistent
with the principle of syirkah 'inan, where losses should be shared proportionally
based on capital contribution. (3) The profit-sharing mechanism generally aligns
with the principles outlined in Government Regulation No. 42 of 2007 on
Franchising, although it deviates in the absence of royalty fee implementation.
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